
ABSTRAK 

 

Perlindungan hak asasi manusia terhadap tersangka/terdakwa adalah hal yang 
penting yang terdapat dalam KUHAP, karena pemberian hak-hak tersebut kepada 
tersangka/terdakwa sebagai pelanggar hukum, tetapi sebagai manusia yang 
mempunyai hak dan kewajiban. Manusia sebagai obyek dan subyek anggota 
masyarakat. Jika tersangka/terdakwa yang diperiksa karena kebenaran materiil 
adalah pelaku suatu kejahatan, maka itu merupakan resiko perbuatannya sendiri 
yang melanggar  hukum itu. Tapi sebaliknya, jika seorang tersangka/terdakwa 
yang telah menjalani proses hukum dari mulai sejak penyidikan sampai 
penuntutan dipengadilan tapi tidak terbukti bersalah dan dibebaskan oleh hakim, 
maka negara telah menjamin haknya untuk menuntut ganti kerugian. Hal tersebut 
tertuang dalam Pasal 95 KUHAP. Ini artinya negara telah melindungi hak-hak 
warganya dalam hukum. Namun ternyata masih banyak warga Negara khususnya 
para mantan terdakwa diwilayah hukum pengadilan negeri Pontianak tidak 
menggunakan haknya untuk menuntut ganti kerugian, padahal  mereka adalah 
pihak yang dirugikan karena selama menjalani proses hukum tersebut, mereka 
telah banyak mengorbankan waktu, tenaga dan fikiran bahkan uang, serta 
kebebasan mereka harus dibatasi ketika menjalani penahanan dan bahkan nama 
mereka sudah tercoreng dihadapan masyarakat. Ini artinya, ada faktor penyebab, 
mengapa para mantan terdakwa tersebut tidak menggunakan haknya yang telah 
dijamin oleh negara. Oleh karena itu, penulis melakukan penelitian tentang faktor-
faktor terdakwa yang diputus bebas tidak mengajukan ganti kerugian diwilayah 
hukum Pengadilan Negeri Pontianak. 

Penelitian ini merupakan penelitian dengan pendekatan deskriptif empiris, 
selanjutnya dari hasil penelitian ini dianalisis dengan mempergunakan cara 
analisis kuantitatif, sehingga diharapkan akan memperoleh gambaran yang 
menyeluruh tentang faktor-faktor terdakwa yang diputus bebas tidak mengajukan 
ganti kerugian diwilayah hukum Pengadilan Negeri Pontianak. Titik berat 
penelitian adalah studi lapangan, sehingga data primer atau data yang bersumber 
dari penelitian lapangan lebih diutamakan dari pada data sekunder. 
Hasil penelitian menunjukkan bahwa para terdakwa yang diputus bebas tersebut 
tidak mengajukan tuntutan ganti kerugian dikarenakan masih rendahnya 
kesadaran hukum terdakwa. Rendahnya kesadaran hukum tersebut disebabkan 
oleh  rendahnya pendidikan terdakwa sehingga berpengaruh terhadap pengetahuan 
terdakwa mengenai hukum. Faktor lain yang juga mempengaruhi adalah 
kurangnya peran penegak hukum dalam hal ini hakim dan pengacara terdakwa 
dalam memberitahukan hak terdakwa, serta belum pernah diadakannya 
penyuluhan hukum mengenai adanya hak untuk menuntut ganti kerugian bagi 
terdakwa yang diputus bebas tersebut. 
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